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ABSTRACT

Thesis Title : "The Analysis of International Cooperation The Republic of Indonesia
and UNICEF in School Based Management Programs in 2011-2015" discussed the
collaboration between UNICEF and the Indonesia Government in the field of
education through management programs school-based to improve the quality of
‘human resources. The main issues discussed are: 1. Role and steps of UNICEF in
implementing SBM. 2. What are the results and achievements of SBM in improving
education qualitiy in the period 2011-2015. 3. What are the benefits of implementing
the SBM program. The research method used is the normative method. Using a
comparative approach and field data as a complement. Using deductive deduction
technique. The results of this thesis are that school-based management has not yet
achieved the planned target, because this thing is only understood by the head council
of the institution and has not been carried out to the lowest level in an educational
institution. And the role of UNICEF in supporting the implementation is only
concerning the technical issues related, the SBM programs also must be adjusted to
the National Education Standards compiled by the Ministry of Education and Culture
of the Republic of Indoriesia.
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

UNICEF (United Nations Emergency Children's Fund) adalah organisasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai fungsi yaitu salah satunya dengan
memberikan bantuan pendidikan baik berupa dana maupun berupa penyuluhan
pemberdayaan pendidikan bagi anak-anak.

Pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang
berbunyi ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia”.

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan populasi terbesar ke 4 (empat)
di dunia dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap tahunnya semakin bertambah
harus pula diimbangi dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai. Sebab
hal ini bisa menjadi keuntungan apabila jumlah sumber daya manusia di Indonesia
terdidik dengan baik dan tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi salah satu
Negara yang paling disegani karena Sumber Daya Alam yang melimpah diimbangi
dengan Sumber Daya Manusia yang unggul yang mampu mengolah sendiri hasil

kekayaan alamnya.

Tujuan pendidikan di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ada pada pasal 3 yaitu tujuan pendidikan



nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.

UNICEF yang merupakan organisasi dibawah naungan PBB mulai masuk di
Indonesia pada 1948. setelah Indonesia resmi bergabung pada UNICEF, Majelis
memutuskan bahwa organisasi ini harus terus berkembang dan meneruskan tugasnya
sebagai perpanjangan tangan dari PBB,dan diharapkan mampu untuk menekankan
program-program yang memberi manfaat pada anak-anak, khususnya pada anak-anak di
Negara berkembang yang membutuhkan. Sejalan pada misi yang menyatakan UNICEF
bergerak sesuai konvensi hak-hak anak dan menetapkan serta melindungi hak anak-anak
sebagai sumber prinsip-prinsip utama dan kekal pada standar internasional perilaku
terhadap anak-anak. diawal masa kemerdekaan, UNICEF telah dianggap mitra dan
panutan Indonesia yang telah berkomitmen memperbaiki hidup anak-anak dan wanita
Indonesia . Kemudian tahun 1960-an UNICEF perlahan menjadi organisasi yang
berorientasi dalam pembangunan fasilitas pendidikan Anak- anak yang umumnya lebih
kepada kepedulian terhadap kesejahteraan anak, bukan hanya bantuan darurat. UNICEF
menjadi inisiator pembangunan yang peduli dengan kesejahteraan anak-anak dan tidak

hanya semata bantuan kemanusiaan.

Setiap organisasi internasional dibentuk dengan tujuan melaksanakan tugas pokok

dan fungsi sesuai tujuan pendirian organisasi internasional pada awalnya®.

1 T. May Rudi, op.cit. him. 27.



dalam organisasi Internasional, 4 hal dasar yang menjadi peran UNICEF sebagai
organisasi internasional antara lain:?
1. Memberikan kehidupan yang lebih baik pada anak-anak.
2. Membantu setiap anak-anak untuk bertahan dan menjalani kehidupannya dengan
baik.
3. Member anak-anak kesempatan untuk menuntut ilmu disekolah.
4.  Menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi anak-anak khususnya korban
perang.

Selama 50 tahun UNICEF berperan penting dalam upaya membantu pemerintah
memajukan hidup anak-anak di Indonesia. Sekarang UNICEF berada di 12 kantor wilayah
yang bertugas menjalankan program di 15 propinsi yang meliputi lebih dari 20 juta orang
Indonesia. Bersama dengan bantuan mitra-mitranya UNICEF juga telah melobi adopsi
Undang-undang Perlindungan Anak 2002.% Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak
Anak Internasional PBB pada Undang-Undang tersebut yang menjadi acuan hukum bagi

perlindungan hak anak.

UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) merupakan
organisasi dibawah naungan PBB yang bersifat khusus dibidang pendidikan dan
kebudayaan.* UNICEF membantu anak untuk mendapatkan perhatian dan perawatan yang
dibutuhkan ketika mereka kecil. Menurut data yang dikeluarkan UNICEF tahun 1995,
diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir 2 juta anak-anak tewas,

dan 4-5 juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara, seperti Uganda,

2 Margaret wachenfeld, brief history of children srights and the role of UNICEF, him 11.

3 NICEF, “Sejarah Singkat UNICEF Di Indonesia” http://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html,
diakses 20 Oktober 2016 pukul 12.10 WIB.

4 T. May Rudi, op.cit. him. 60.
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Myanmar, Ethiopia, Afghani-stan dan Guatemala, anak-anak dijadikan peserta tempur
(combatan) dengan dikenakan wajib militer. Semua terjadi akibatkedahsyatan mesin
perang yang diproduksi negara-negara industri, yang pada akhirnya membawa penderitaan
bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga berakibat pada jangka panjang yang
menyangkut masa depan pembangunan bangsa dan negara.®

Peran anak sebagai Penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya
manusia di masa depan merupakan modal bagi bangsa untuk pembangunan yang
berkelanjutan (sustainable development). Berasal dari gagasan tersebut, kewajiban utama
untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan. Tetapi kenyataannya, tidak semua anak
mempunyai kesempatan yang sama untuk mewujudkan impian dan aspirasinya. Sebagian
diantara mereka ada yang beresiko tinggi tidak tumbuh dan berkembang sehat,
mendapatkan pendidikan yang layak dikarenakan kondisi keluarga yang miskin, orang
tua sang anak yang bermasalah, diperlakukan salah, ditelantarkan orang tua, sehingga
mereka tidak dapat mendapatkan hidup dengan ideal. Anak yang lahir tidak didasari
perhatian dan kasih sayang dan bahkan ada juga yang lahir tanpa melalui perkawinan
yang sah, maka anak tersebut mengalami keterbelakangan mental dan moral. Kejadian
seperti ini lumrah terjadi di Indonesia. Dari segi pendidikan dasar saja banyak orang tua
yang memberlakukan anak-anaknya dengan kekerasan dan tidak dipenuhi dengan kasih
sayang, karena secara daya pikir bahwa kasih sayang orangtua tidak mungkin lepas
dalam proses mendidik anak-anaknya. Adapula orang tua yang berpikir bahwa dalam
memberikan kebutuhan yang diperlukan anaknya sudah dirasa membahagiakan anaknya,

pola pikir yang keliru tersebut didasari kurangnya pemahaman pola asuh anak. Banyak

5 Laporan UNICEF tahun 1995 dalam Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak
Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, him 1.



juga anak-anak dibawah umur yang dipaksa untuk bekerja dengan pekerjan seperti
berjualan, buruh kasar bahkan dengan menjadi penipu. Padahal, anak (setiap orang
berumur dibawah 18 tahun) tidak diperbolehkan untuk bekerja yang tidak mendukung
proses perkembangan minat dan bakat.® Di usia anak seharusnya memperoleh pendidikan
secara layak bukannya menjadi pekerja. Mereka berhak mendapatkan pendidikan wajib
belajar sembilan tahun dan mendapatkan perhatian dari orang tuanya.” Selain itu mutu
pendidikan, kualitas guru dan kurang diajarkannya nilai moral juga sangat berpengaruh
karena kesalahan pendidikan yang didapat oleh anak anak tersebut, karena faktor-faktor
tersebut maka anak-anak juga akan tumbuh dengan pendidikan dan moral yang buruk.
Karena hal tersebut, maka organisasi anak dunia ini bergerak bertujuan untuk membantu
mencegah dan melindungi anak-anak Indonesia dari hal tersebut, sesuai dengan
perjanjian yang dibuat disemua Negara untuk anak-anak, dalam konvensi PBB tentang

hak-hak anak.

Elemen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak tercantum didalam
Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) tahun
19898, dan konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih 191 negara anggota PBB. PBB
mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (Convention On The Rights of The Child) dengan
tujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak di seluruh
dunia terhitung pada tanggal 20 November 1989 dan mulai sah mempunyai kekuatan
memaksa (entered in to force) di tanggal 2 September 1990. Indonesia sebagai anggota

PBB meratifikasinya dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Konvensi

8 Undang — Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia
" Undang-Undang No 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
8 Convention on The Rights of The Child, UNICEF, 1990.



PBB tentang Hak Anak secara resmi menjadi hukum di Indonesia dan mengikat seluruh
warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Hak-
hak Anak, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
mengenai Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Hal-hal pokok dalam
undang-undang tersebut berisikan azas-azas dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak.

Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan hak anak-
anak di Indonesia dan UNICEF membentuk perjanjian kerjasama baru untuk Rencana
Pembangunan Lima Tahun 2006-2010 yang terfokus pada enam program: Pendidikan,
Kesehatan, Air dan Sanitasi, Pemberantasan HIV dan AIDs, Perlindungan Anak dan
Keadaan Darurat. Kerjasama di tahun 2010 ditandatangi pada tanggal 12 Januari 2010.
UNICEF juga memastikan implementasi Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi
dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam bidang pendidikan, UNICEF menjalin kerja sama dengan Pemerintah
Indonesia, pakar pendidikan bersama masyarakat setempat serta pihak lainnya demi
memastikan agar lebih banyak anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan sekolah,
mewujudkan standar pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, serta mencari cara-cara
inovatif untuk peningkatan jumlah anak yang memahami manfaat dari pembelajaran dan
pengajaran tersebut, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah®.

UNICEF berperan aktif dalam pendidikan untuk mengatasi masalah yang
berkaitan dengan kualitas pendidikan dan peningkatan akses pada pendidikan menengah.

Tantangan yang dihadapi pemerintah saat inipun menyangkut kualitas pendidikan,

9 UNICEEF, “Indonesia” http://www.UNICEF.org/indonesia/id/activities.html diakses 10 Maret 2019 pukul
21.40 WIB.
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kualifikasi guru, efektifitas metode pengajaran, manajemen sekolah, dan keterlibatan
masyarakat dalam mendidik anak. Selain itu juga sebagian besar anak berumur 3-6 tahun
masih juga yang tidak mendapatkan akses pembelajaran sejak usia dini, terutama anak-

anak yang ada di desa-desa terpencil dan terisolasi.

Perhatian UNICEF dalam menjamin hak pendidikan bagi setiap anak juga dengan
memastikan bahwa anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar dikarenakan hal
ini mempunyai peranan vital dalam kehidupan dan memberi manfaat bagi semua anak di
hari ini dan nanti dan tidak membedakan baik anak perempuan atupun anak laki-laki.
Setiap anak perempuan yang diberi pendidikan yang memadai akan tumbuh dan memiliki
pemikiran matang dan siap mendidik anak mereka yang juga kelak menjadi Generasi
Penerus dan juga menjadikan mereka warga negara yang baik.

Peran UNICEF dalam membantu Indonesia memajukan bidang pendidikan juga
diwujudkan dalam program manajemen berbasis sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasaan
kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai
dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada termasuk
partisipasi masyarakat sehingga lebih mencerminkan adanya upaya peningkatan
pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan dan
akuntabel secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif

tanpa mengesampingkan tujuan Pendidikan Nasional. 1°

10 Muchlisin Riadi “Manajemen Berbasis Sekolah” https://www.kajianpustaka.com/2019/03/manajemen-berbasis-
sekolah.html diakses pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 12.55 WIB
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Sekolah Berbasis Manajemen pertama kali dibentuk dan diterapkan di Amerika
Serikat dengan dibentuknya sebuah organisasi bernama Asosiasi Pendidikan Nasional
(' National Education Assembly) di tahun 1857. Kemudian tahun 1887, guru-guru di New
York membentuk asosiasi kepentingan bersama dan asosiasi serupa dibentuk juga di
Chicago yang dipimpin oleh Margarette Harley. Tahun 1903, Guru- guru Philadelphia
membentuk Asosiasi Guru Philadelphia (Philadelphia Teachers Association ). Melalui
asosiasi ini guru - guru mendapat kesempatan meningkatkan martabat hidup yang hasilnya

antara lain guru-guru mendapatkan gaji yang lebih baik.

Berkaitan langsung dengan prakarsa MBS, di Negara —negara maju reformasi
pendidikan, yang khususnya berkitan pada reformasi manajemen pendidikan, dalam
rentang waktu lebih dari empat puluh tahun terakhir ini terus mengacu pada desentralisasi.
Menurut Bailey (1991) di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an hingga tahun 1990-an,
telah berjalan empat generasi gerakan reformasi manajemen pendidikan. Dari empat
generasi gerakan reformasi manajemen pendidikan tersebut, semuanya mengacu pada
desentralisasi hingga ada diciptakannya istilah disebut sebagai School Based Management.
Manajemen Berbasis Sekolah merupakan kata serapan yang berasal dari School Based
management atau istilah lainnya yaitu School Site Management (SSM).

Di Indonesia sendiri sudah banyak usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di
tingkat pendidikan dasar. Tetapi hasilnya kurang memuaskan. faktor-faktor utama
penyebab kurang memuaskannya adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan nasional hanya fokus pada materi yang akan diberikan

di sekolah tanpa memperdulikan proses dan implemntasinya dalam kehidupan nyata.



2. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara sentralistik. Hal ini menjadikan
tingginya ketergantungan pada putusan birokrasi. Karena hal itulah sekolah menjadi tidak
efektif, kurang inisiatif dan miskin kreatifitas dalam mengembangkan dan meningkatkan
mutu layanan pendidikan.

3. Peran andil masyarakat, terutama orang tua siswa dalam penyelenggaraan
pendidikan, selama ini hanya sebatas pada dukungan dana, padahal mereka punya peran
sangat penting dalam proses-proses pendidikan seperti pengambilan keputusan, monitoring,
evaluasi akuntabilitas. Sebab hal itu perlu desentralisasi pendidikan sebagai faktor
pendorong MBS ini. Tak jarang juga orang tua tidak mampu menciptakan lingkungan
pergaulan yang selaras dengan lingkungan dan pendidikan sekolah, sehingga hal
ini menyebabkan siswa kesulitan membangun kepribadian sesuai dengan yang diinginkan
guru dan orang tua siswa.

Rendahnya mutu pendidikan disebabkan bobroknya manajemen dan kebijakan
pendidikan. Hal ini dikaitkan dengan sistem manajemen sekolah selama rezim orde baru
yang sangat sentralistik yang memposisikan sekolah di posisi marginal, kurangnya
pemberdayaan, pasif atau hanya menunggu instruksi, kreativitas dan kebebasan
mengembangkan diri yang dipasung. Akan tetapi, sejalan dengan reformasi pendidikan
yang sedang digencarkan, pemerintah bertekad bulat untuk melaksanakan desentralisasi
pendidikan yang mengatur kebijakan pemberdayaan sekolah pada semua jenjang
pendidikan.

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah atau disebut juga Site Based
Management telah dicoba dan berhasil di Amerika Serikat telah membawa peningkatan

kualitas pengajaran dan hasil belajar dikarenakan mekanisme yang efektif, yaitu



pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat dengan adanya wewenang sekolah
mengambil keputusan yang dirasa sesuai, sekaligus dorongan semangat kinerja baru
seperti motivasi untuk berprestasi kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai
manajer sekolah. Berdasarkan hasil kajian di Amerika Serikat, konsep Site Based
Management merupakan strategi penting demi meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan-keputusan pendidikan dalam anggaran pendidikan, peningkatan sumber daya
pendidik, penerapan kurikulum dan evaluasi pendidikan (penilaian proses belajar
mengajar).

Di Negara lain, Australia, School Based Management berperan sebagai
pengelolaan desentralisasi pendidikan yang memposisikan sekolah sebagai lembaga yang
memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hal visi, misi,
tujuan pendidikan, dan sasaran yang ingin dicapai sekolah yang berimplikasi terhadap
kurikulum sekolah dan program-program tertentu yang dijalankan sebuah sekolah..

Belajar dari keberhasilan negara lain juga dengan diberlakukan Undang-Undang
Otonomi Daerah .No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No.25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, semakin terbuka peluang
kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami desentralisasi yang bentuknya berupa
Manajemen Berbasis Sekolah.

Kebijakan MBS di Indonesia baru dimulai sejak tahun 1999/2000 dengan
digelontorkan dana bantuan yang disebut dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu
(BOMM) . Dana bantuan ini diberikan ke rekening sekolah langsung tanpa perantara tanpa
melalui alur birokrasi pendidikan . Pada tahun anggaran 2003, dana Badan Operasional

Manajemen Mutu (BOMM) diubah namanya menjadi Dana Rintisan untuk Manajemen



Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), khususnya pada Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama. Program ini berkaitan dengan implementasi dari Undang-Undang No 22 tahun
1999 tentang Otonomi Daerah dibidang pendidikan dan Undang-Undang No 25 tahun 1999
tentang program pembangunan nasional (Propenas).

Terminologi Manajemen Berbasis Sekolah kemudian diperluas maknanya menjadi
Pendidikan Berbasis Masyarkat (PBM) dituangkan dalam Undang-Undang No 25 tahun
2004 tentang Pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang ini, Manajemen Berbasis
Sekolah bertujuan sebagai bentuk upaya untuk peningkatan kewenangan sekolah dalam
penyelenggaraan pendidikan yang dianggap lebih paham mengenai masalah yang dihadapi
peserta didik dan kondisi sekolah. Perwujudan dari school community based education ini
pertama kali diwujudkan dengan pembentukan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
Kabupaten atau Kota.

Sistem manajemen pendidikan di Indonesia melalui MBS menjadikan pengelolaan
pendidikan di Indonesia yang semula terpusat, kaku, dan bersifat perintah berubah menjadi
pola manajemen yang desentralisasi, otonomi, dan pengambilan keputusan secara

partisipatif.

Keinginan untuk analisa lebih jauh tentang Peran UNICEF dalam memajukan
pendidikan Internasional khususnya di Indonesia dan mengevaluasi hasil dari
implementasi program manajemen berbasis sekolah serta segala sesuatu yang ada kaitan

dengan hal-hal tersebut ,menjadi latar belakang dilakukan penelitian ini, yang hasilnya
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dituangkan dengan judul: ANALISIS KERJASAMA INTERNASIONAL RI DAN
UNICEF DALAM PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH TAHUN

2011-2015

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan langkah UNICEF dalam penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah di Indonesia periode 2011-2015

2. Bagaimana hasil pencapaian dan keefektifan UNICEF dalam memajukan
pendidikan di Indonesia periode 2011-2015

3. Apa manfaat dari Manajemen Berbasis Sekolah yang telah diterapkan Pemerintah

Indonesia yang diusung oleh UNICEF tahun 2011-2015

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran dan langkah UNICEF sebagai organisasi
internasional dalam mencanangkan Program Manajemen Berbasis Sekolah pada

periode 2011-2015

2. Untuk menguraikan hasil dari implementasi program Manajemen Berbasis Sekolah

yang diusung UNICEF pada periode 2011-2015



3. Mengevaluasi hasil kinerja pemerintah yang bekerja sama dengan UNICEF dalam

menjalankan program Manajemen Berbasis Sekolah pada periode 2011-2015

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis;

a. Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat menambah wawasan ilmu
pengetahuan tentang Manajemen Berbasis Sekolah;

b. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari penulis agar berguna bagi Nusa dan
Bangsa,

c. Menjadi salah satu aspek perkembangan hukum di Indonesia;

d. Menjadi pedoman untuk menganalisis Peran UNICEF sebagai organisasi
internasional dalam menjalankan perannya memajukan pendidikan negara negara

seluruh dunia melalui program Manajemen Berbasis Sekolah

2. Secara Praktis;

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat,
khususnya yang berhubungan dengan hasil implementasi penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah yang diusung UNICEF yang bekerja sama dengan Pemerintah

Republik Indonesia pada periode 2011-2015



1.5

Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis permasalahan tentang Peran UNICEF di Bidang Pendidikan

sebagai Organisasi Internasional dalam Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia

ini maka penulis menggunakan beberapa konsep kerangka konseptual, yakni:

1.1.1 Peran (Unicef sebagai Organisasi Internasional )

Definisi tentang arti peranan telah dikemukakan oleh para ahli.
Poerwadarminta mengemukakan bahwa “peran merupakan tindakan yang
dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”!!. Menurut
pendapat dari Poerwadarminta, tindakan yang dilakukan seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah
laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang atau seseorang yang memiliki
kedudukan di masyarakat. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan
satu sama lain karena keduanya saling berhubungan.

Sedangkan Soerjono Soekanto memberikan definisi “peranan lebih banyak
menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya
adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat
serta menjalankan suatu peranan”*?. Soerjono berpendapat bahwa peran merupakan
suatu aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu

11 poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta; PT.Balai Pustaka. 1995.
12 5perjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta. 1987. HIm 221



peranan®®. Lebih lanjut Soerjono Soekanto juga mengemukakan aspek—aspek
peranan sebagai berikut* :

a.  Peranan meliputi norma—norma yang berhubungan dengan posisi seseorang
dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan—
peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

b.  Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.

c.  Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.

Menurut A. Lerroy Bennet mengatakan bahwa fungsi utama dari Organisasi
Internaional adalah untuk menyediakan sarana kerjasama antara negara-negara,
dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk semua atau
sebagian besar negara.’®

Peran ini dapat diartikan sebagai bagian yang harus dimainkan suatu
organisasi dalam porsi sosialnya. Konsep peran dikemukakan oleh Biddle and
Biddle bahwa peran suatu lembaga dalam bentuk bantuan kepada pihak lain
dibedakan sebagai berikut!®:

1. Peran sebagai motivator, artinya bertindak untuk memberikan dorongan

kepada orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.

13 1bid, him. 243

41bid, him 53

15 A. LeRoy Bennett and James K. Oliver, International Organizations: Principles and Issues, 7th Edition.
University of Delaware, Newark: Amerika Serikat, 1976. HIm. 127

16 Biddle and Biddle, Community Development, New York: The Rediscovery of local Initiative, Holt and
Winston, 1965. him 215-218



2. Peran sebagai komunikator, artinya menyampaikan segala informasi secara
benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Peran sebagai perantara, yaitu mengupayakan dana, daya, dan upaya serta
keahlian yang diperuntukan untuk masyarakat.

Secara garis besar UNICEF memiliki tujuan yang berfokus pada anak-
anak.Yang dimana badan inter-pemerintah ini diberi wewenang oleh pemerintah
dunia memberikan, mempromosikan dan melindungi hidup dan hak-hak anak.
UNICEF telah diberikan mandat secara luas olen PBB untuk melaksanakan
fungsinya secara langsung telah secara teratur mengadakan kontrak-kontrak dagang
atas namanya sendiri. 1" Organisasi kemasyarakatan, termasuk mitra lembaga
swadaya masyarakat (LSM) berperan serta dalam tugas-tugas UNICEF di
Indonesia dan di 190 negara dimana UNICEF bekerja.Selain itu UNICEF dapat
dijadikan pola hubungan kerjasama yang mengkaitkan lembaga-lembaga
diindonesia dengan berbagai lembaga-lembaga didunia yang memiliki tujuan untuk
memelihara dan melindungi anak-anak serta hak-haknya.Setiap  organisasi
memiliki sasaran hasil yang ingin dicapai untukmemenuhi tujuannya.'®

Ada 3 hal yang menjadi sasaran UNICEF sebagai sebuah
organisasilnternasional antara lain’:

1. Menumbuhkan kepercayaan anak-anak terhadap kepedulian Negara.
2. Membantu kaum muda untuk membangun sebuah dunia dimana semua

anak-anak hidup secara terhormat dan memperoleh keamanan.

7 Henry G. Schermers, Internasional Institutional Law. The Netherlands, Rockville, Maryland, USA:
Sijthooff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1980, HIm. 788
18 Biddle and Biddle, op.cit.



1.1.2

3. Menciptakan dunia yang cocok untuk anak-anak.

Setiap poin-poin penting sasaran UNICEF ini berfungsi untuk membantu
pembangunan suatu Negara yang berkembang. Dengan kaitan hubungan,
bahwasanya suatu Negara dapat tumbuh dan berkembang apabila taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat termasuk anak-anak,mendapat perhatian yang baik.

Dari pengertian tersebut bila dikaitkan dengan UNICEF sebagai organisasi
internasional, maka definisi peran adalah UNICEF yang menjalankan tugas — tugas
mencapai tujuan yang kemudian menjadi kepentingan bersama dan kepentingan ini
menyangkut bidang kehidupan internasional dalam hal ini adalah peran UNICEF
di bidang pendidikan sebagai organisasi internasional dalam implementasi

konvensi di Indonesia.

Pendidikan

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak
terputus dari generasi ke generasi di manapun di dunia ini. Upaya memanusiakan
manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup

dan latar belakang sosial setiap masyarakat tertentu.®

Menurut Fuad dalam bukunya pendidikan adalah aktivitas dan usaha
manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-
potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani).

Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggungjawab menetapkan cita-cita

19 Umar Tirtarahardja dan S.L.La Sulo, Pengantar Pendidikan, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2005. him.5.



(tujuan) pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini

meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.

Menurut Dictionary of Education, Pendidikan diartikan sebagai berikut:

1. Proses dimana seorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk

tingkah laku lainnya dalam masyarakat dimana dia hidup.

2. Proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang
terpilin dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga
mereka dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan

sosial dan kemampuan individu yang optimum.

Dari uraian tentang pengertian pendidikan diatas dapat ditarik kesimpulan:

a.  Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan
kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu

rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nuranti).

b.  Pendidikan adalah lembaga yang bertanggungjawab menetapkan cita-cita
(tujuan) pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-

lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.

c.  Pendidikan adalah suatu proses pengembangan kemampuan atau perilaku

ke arah yang diinginkan.

1.5.3 Konvensi Hak Anak



Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsaadalah sebuah
konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan
kulural anak-anak.Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini
terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional.Pelaksanaan
konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa
yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap
tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa_yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite
Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak.?

Instrumen hukum tersebut yang mengatur perlindungan hak-hak anak yaitu
dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The
Child) tahun 1989%, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara.PBB mengesahkan
Konvensi Hak-hak Anak (Convention On The Rights of The Child) untuk
memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh
dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa
(entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. Indonesia sebagai anggota
PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian
Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan

mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi

Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor

20 Convention on The Rights of The Child, UNICEF, 1990.

2L 1bid.
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23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang
secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat
ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak.

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan
prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi
Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia
yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, ha-hak ekonomi, sosial
dan budaya.Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikate-gorikan sebagai
berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara,
ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam
menjamin peng-hormatan terhadap hak-hak anak.

1.5.4 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah
dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

1.5. 5 Pembangunan Nasional

Paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasilayaitu
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia  seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan

pedomannya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomibukan


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paradigma_Pembangunan&action=edit&redlink=1
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semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses
perubahan politik, sosial,dan budaya yang ~ meliputi ~ bangsa, di  dalam
kebulatannya. Pembangunan Nasional merupakan cerminan kehendak terus-
menerus  meningkatkan kesejahteraan dan  kemakmuran rakyat Indonesia
secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan

penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila

1.6 Metode Penelitian

Menurut Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti
dalam mengumpulkan data penelitiannya.?? Sedangkan Menurut | Made Wirartha, metode
penelitian adalah cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-
cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat,
merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau
gejala-gejala secara ilmiah. 2 Tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan

kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.?

Dalam peneltian ini sehubungan dengan Analisis Kerjasama Internasional RI dan
UNICEF dalam Program Manajemen Berbasis Sekolah tahun 2011-2015, dan untuk dapat

memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Sehingga metode

22Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2006) Him 160

23] Made Wirartha,Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi (Yogyakarta: C.V Andi Offset 2006) him 68

24 H.Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Him 17.
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penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian normative dengan data lapangan sebagai
pelengkap.

Penelitian normatif yang merupakan hasil dari perilaku hukum dengan cara
mengkaji Undang- undang. Fokus utama dalam pengkajiannya adalah hukum yang
menjadi norma (kaidah) yang berada di masyarakat serta patokan pada setiap tindakan yang
dilakukan oleh masyarakat. Penelitian hukum normatif bertitik berat dengan melihat
hukum positif, doktrin hukum, penemuan hukum dalam kejadian in concreto, sistematis

hukum, perbandingan hukum dan sejarah dalam hukum.?

1.6.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mempunyai
hubungan dengan pembentukan hukum dan penerapan hukum Internasional di
Indonesia, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian
Hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu
hukum yang dihadapi 2. Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu
keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum,

seperti penelitian terhadap hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum?”.

1.6.2 Pendekatan Permasalahan

25 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52
% Arikunto, Suharsini. Op.cit ,HIm 35

27 Soerjono Soekamto, Metode Penelitian Hukm (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 1984) him 234



Dalam sebuah penelitian hukum, terdapat macam-macam pendekatan,
dalam pendekatan inilah penulis dapat mengumpulkan data dari berbagai
bidang tentang isu yang sedang penulis teliti agar mendapatkan jawabannya,
yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan historis

(historical approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach) yaitu suatu
metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang
sedang diteliti,

b. Pendekatan historis (Historical approach), dilakukan dalam kerangka
pelacakan sejarah suatu sistem dari waktu ke waktu.?® Hal ini membuat
kita dapat mengetahui perubahan-perubahan dalam hukum dan faktor-
faktor yang menyebabkan perubahan tersebut.

c. Pendekatan perbandingan (Comparative approach) dilakukan dengan
mengadakan perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan

hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.*°

Sehingga dalam penelitian ini yang terkait dengan Anala maka penulis memilih
melakukan pendekatan penelitian secara comparative approach atau pendekatan

perbandingan.

MarzukiPeter Mahmud ,Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Penada Media Group 2005), him. 95
29 |bid, hal 126

%0 1bid, hal 132



1.6.3 Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 dan

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 Tahun 1999).

3. Convention on the Rights of the Child 1989 (Konvensi Tentang Hak Anak

1989).

4. Universal Declaration on Human Rights ( Deklarasi Hak Asasi Manusia

1948).

5. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

6. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

7. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi
kepustakaan yaitu mencari informasi yang berkaitan dengan masalah yang
sedang ditelti dari buku-buku karangan para ahli, laporan penelitian dan

sebagainya yang diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas


http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

Sriwijaya dan juga bahan hukum yang didapat dari hasil wawancara yaitu

dengan:

1. Membuat wawancara yang terstruktur, yaitu dengan menentukan
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara;

2. Menentukan narasumber yang akan diwawancara, dalam hal ini seperti staf
UNHCR;

3. Selama proses wawancara akan direkam dan kemudian di transkripsikan ke
dalam bentuk tulisan, tetapi sebelum ditulis akan dilakukan pengeditan
terlebih dahulu untuk menyusun pertanyaan sesuai dengan yang seharusnya
tanpa mengubabh isi dari hasil wawancara;

4. Menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan baik
bahan hukum primer dan sekunder,®! seperti kamus bahasa Indonesia, kamus
hukum dan informasi dari internet guna memperoleh bahan penunjang dari
bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang

diteliti.

Akan tetapi, sehubungan dengan penelitian ini yang merupakan penelitian dengan
pendekatan secara statute approach atau pendekatan Undang-Undang maka penulis tidak
menggunakan bahan hukum yang didapat dari hasil wawancara melainkan hanya

menggunakan bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

31SunggonoBambang, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers 200 9) him115



a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan dan bahan hukum
tertulis, dimana bahan hukum tersebut berasal dari Perundang-undangan, buku-
buku karangan para ahli, Konvensi Internasional, jurnal hukum baik Nasional
maupun Internasional, artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pengungsi
terutama pengungsi Rohingya. Bahan tersebut didapat dari perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan perpustakaan Dewan Perwakilan
Daerah Provinsi Sumatra Selatan serta berbagai website resmi yang kemudian
akan dianalisa. Kemudian bahan penelitian akan diedit terlebih dahulu agar hal
yang tidak berkaitan dengan penelitian ini tidak ikut tercampur ke dalam
pembahasan. Editing adalah merupakan proes penelitian kembali terhadap
catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data®.

b. Studi Lapangan

Selain studi kepustakaan, studi lapangan juga dapat digunakan sebagai data
penunjang dalam sebuah penelitan. Studi Lapangan diperoleh dengan cara
melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber-narasumber yang
memahami dan mengerti aspek-aspek yang berhubungan dengan penelitian

yang dilakukan oleh penulis.

Dalam hal ini juga, peneliti hanya akan menggunakan studi kepustakaan saja dan

tidak menggunakan studi lapangan sebagai pengumpulan bahan penelitian, mengingat

32 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) him. 168



penelitian ini merupakan penelitian normative serta dengan pendekatan perbandingan

(Compatrative Approach).

1.6.5 Metode Analisis Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, Metode analisis data yang digunakan oleh penulis
adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan tata cara penelitian
yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh
tujuan penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan tindakan
nyata®, Deskriptif kualitatif juga berarti data dianalisis terhadap data-data yang

bersifat keterangan atau bahan-bahan tertulis.®*

1.6.6 Penarikan Kesimpulan Bahan Hukum.

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara
berfikir deduktif. Proses ini menarik kesimpulan yang diperoleh dari pengertian
umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang
bersifat lebih khusus. *® Pola berfikir deduktif disusun dengan dua buah
pernyataan serta sebuah kesimpulan (silogismus). % Silogismus deduksi

berawal dari premis yang umum kemudian diikuti dengan kesimpulan yang

$Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul-Press2006) him.67
34Usmawadi, Penulisan IImiah Bidang Hukum (Palembang: 2005)
% MannaseMalo dan R. Sulistiawan, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Karunika 1985) him 11.

36 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citr Aditya Bakti 2004) him 8.



khusus.®" Sehingga dalam hal ini, penulis akan menjelaskan tentang bagaimana
sistem manajemen berbasis sekolah, yang kemudian menjelaskan secara lebih
rinci bagaimana hasil implementasi penerapan manajemen berbasis sekolah di
Indonesia, dimana Indonesia sendiri tergolong masih baru dalam penerapan
manajemen berbasis sekolah dan masih adanya celah , yang selanjutnya
dilakukan penarikan kesimpulan terhadap Analisis Kerjasama Internasional RI

dan UNICEF dalam program manajemen berbasis sekolah tahun 2011-2015.

37 Sulityowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia 2009) him 99.
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